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BAB II 

PANDANGAN  EMPAT MAZHAB TENTANG RUISLAG  BENDA WAKAF, 

RUISLAG BENDA WAKAF DALAM HUKUM POSITIF 

DAN MACAM-MACAM MANHĀJ 

 

 

A. Pandangan Empat Mazhab Tentang Ruislag Benda Wakaf 

Wakaf sebagaimana maknanya adalah berhenti, berhenti dari 

kepemilikan diri sendiri berpindah kepada pemilik jagat raya Allah SWT. 

Maka harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. 

Prinsip Wakaf adalah keabadian (ta’bidul as }li), dan prinsip kemanfaatan 

(tas }bilul manfa’ah).
1
 

Persoalan yang timbul akibat dari dimensi sosial adalah tukar guling 

yang dalam istilah fikih disebut istibdāl atau dalam hukum positif disebut 

ruilslag. Al-Istibdāl, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk 

dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, 

bahwa al-Istibdāl adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan 

menggantikannya dengan barang lain. al-Ibdāl, diartikan sebagai 

penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama 

kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf  (Jakarta: Depag RI, 

2006), 57. 
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dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat 

yang mengartikan sama antara al-Istibdāl dan al-Ibdāl.2  

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak 

diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan 

sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap 

wakaf yang bersangkutan. Para ulama/ahli hukum Islam memang beragam 

pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada 

benda wakaf, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke 

tempat lain atau menukar dengan benda lain. 

Di lingkungan masyarakat Islam khususnya Indonesia, sering terjadi 

polemik atau perbedaan pendapat tentang ajaran wakaf itu sendiri. 

Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena di pengaruhi oleh 

beberapa pandangan imam mazhab, seperti imam Malik dan Syafi’i yang 

menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak 

sekalipun.
3
 Berbeda halnya dengan imam Hanafi dan imam Hanbali yang 

membolehkan untuk melakukan perubahan terhadap status benda wakaf.  

1. Ruislag/Tukar Menukar Benda Wakaf Menurut Imam Hanafi 

Dalam kitab Al-Bahrur Rāīq imam Hanafi memberikan definisi 

tentang wakaf sebagai berikut: 

 

                                                           
2
 H.M. Cholil Nafis, “Fiqih Wakaf”, dalam http:///www.FiqihWakaf.com, diakses pada tanggal 5 

Agusutus 2017.  
3
 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Pengembangan Zakat Dan Wakaf Diretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan 

Penyelenggaraan Haji, 2005), 67. 

http://www.FiqihWakaf.com
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Menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi 

milik dari orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan 

adalah manfaatnya saja. 

Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan dari harta wakaf itu 

tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali 

harta wakafnya dan ia juga diperbolehkan untuk menjualnya. 

Dalam perspektif madzhab Hanafi, ibdāl (penukaran) dan istibdāl 

(penggantian) boleh dilakukan. Kebijakan ini berpijak dan menitik 

beratkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut 

mereka, ibdāl boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang 

lain, maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, 

apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak 

bergerak.
4
 

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut 

dalam tiga hal: 

a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut 

ketika mewakafkannya. Contoh, ketika wakif ingin berwakaf ia 

berkata: “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa di 

kemudian hari aku bisa menggantinya dengan barang wakaf yang 

lain, atau berhak untuk menjualnya dan membeli barang lain sebagai 

gantinya.” 

                                                           
4
 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan 

Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, terj. 

Ahrul Sani Faturrahman, et al. (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 349. 
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b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan 

kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama 

sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang 

lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus mendapat 

izin dari hakim terdahulu. 

c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih 

bermanfaat.
5
 

2. Ruislag/Tukar Menukar Benda Wakaf Menurut Imam Hanbali 

Dalam kitab Al-Mu’āmalatul Madiyah Wal Adābiyah, imam 

Hanbali memberikan pengertian tentang wakaf sebagai berikut: 

 

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya 

yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan 

semua hak pengasaan atas harta itu sedangkan manfaatnya 

dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah. 

Dalam definisi di atas terdapat kata “putus” yang maksudnya 

adalah terputusnya kepemilikan benda wakaf dari si wakif dan menjadi 

milik Allah SWT, dan hasil dari pemanfaatan benda wakaf tersebut 

digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

                                                           
5
 Muhammad Jawad Mugniyah, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah ala al-Maza>hib al-Khamsah (Beirut: 

Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964), 333. 
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Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama 

Hanabilah tidak membedakan antara benda bergerak dan tak bergerak. 

Mereka juga tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk 

masjid atau bukan masjid.
6
 Di sini terlihat Mazhab Hanbali tidak 

memberikan pembatasan yang ketat mengenai kebolehan menjual atau 

memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun. Kebolehan tersebut 

dikelompokkan dalam dua hal yaitu: 

a. Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, 

sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya. Seperti wakaf 

masjid yang telah rusak dan tidak mungkin untuk dimanfaatkan 

lagi, maka tanah beserta bangunan masjid tersebut boleh 

dipindahkan ke tempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak. 

b. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih 

bermanfaat dari pada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf 

masjid yang sudah tidak bisa menampung jama’ah yang semakin 

bertambah jumlahnya. Maka dalam hal ini masjid tersebut boleh 

dibongkar dan kemudian di atas tanahnya dibangun masjid baru 

yang lebih besar.
7
 

Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya 

pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka memfatwakan 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Masfuk Zuhdi, Studi Islam dan Muamalah, Cet..II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 

81. 
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bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian 

yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan.
8
 

3. Ruislag/Tukar Menukar Benda Wakaf Menurut Imam Maliki 

Dalam kitab Al-Mu’āmalatul Madiyah Wal Adābiyah juga, imam 

Maliki memberikan definisi tentang wakaf: 

 

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa 

atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak (maukuf 

alaih) dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan 

(wakif). 

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari 

penggunaan secara pemilikan tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya 

bagi orang banyak untuk tujuan kebaikan, sedangkan perwakafan itu 

berlaku untuk suatu masa tertentu, oleh karena itu tidak boleh 

disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). 

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras 

penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya 

pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak 

dan yang tidak bergerak. 

a. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak 

Kebanyakan fuqaha mazhab Maliki memperbolehkan penggantian 

barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. 

Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyah 

                                                           
8
 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama…, 378. 
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mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan 

lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf 

yang berisi bermacam disiplin ilmu jika terlihat usang, rusak dan 

tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebaliknya, kita tidak boleh 

menjual buku-buku itu selama masih bisa digunakan. 

b. Mengganti Barang Wakaf yang Tidak Bergerak 

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang 

wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat 

yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika 

keadaan memaksa, mereka membolehkan penjualan barang wakaf, 

meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai 

pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan 

dan kepentingan umum.
9
 

Di kalangan ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat 

tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf. Mayoritas ulama 

Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun 

tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama 

Malikiyah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan 

tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang 

lebih baik,
10

 namun dengan tiga syarat, yaitu: 

a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual; 

                                                           
9
 Ibid.,366. 

10
 Muhammad Abu Zahrah, Al-Waqf, Cet. II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 171. 
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b. Benda wakaf itu merupakan benda bergerak dan kondisinya tidak 

sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya; 

c. Apabila penggantian benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan 

umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.
11

 

4. Ruislag/Tukar Menukar Benda Wakaf Menurut Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i dalam kitabnya yang berjudul Mughnil Muhtāj turut 

memberikan definisi wakaf sebagai berikut: 

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap 

utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif 

serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.” 

Maksud dari “lepas” definisi di atas adalah lepasnya kepemilikan 

benda wakaf dari si wakif dan menjadi milik Allah SWT, dan hasil dari 

pemanfaatan benda wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan yang 

sangat dianjurkan dalam Islam. 

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama 

Syafi’iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, 

hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdāl (tukar-

menukar benda wakaf) dalam kondisi apa pun. Mereka mensinyalir 

penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan 

barang wakaf. Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas 

masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat 

diklasifikasikan dalam dua kelompok: 

                                                           
11

 Muhammad Jawad Mugniyah, al-Ahwa>l al-Syakhsiyah ala al-Maza>hib …,333.  
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a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf dan atau 

menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila 

tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara 

mengkonsumsi sampai habis.
12

 Sebagai implikasi pendapat tersebut, 

jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak 

berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka 

penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya 

sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab, 

dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa 

dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang 

tersebut tetap memilki satu unsur yang menjadikannya sebagai 

barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual. 

b. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan 

alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif. 

Pendapat ulama Syafi’iyah tentang kebolehan penjualan barang 

wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. 

Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama 

Syafi’iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab 

mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini 

bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan 

manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.
13

 

                                                           
12

 Ahmad Djunaedi et.al, Paradigma Wakaf Baru di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, 2007), 1.  
13

 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama…,371. 
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B. Ruislag Atau Tukar Menukar Benda Wakaf Dalam Hukum Positif 

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia tidak 

diklasifikasikan jenis benda wakaf yang bagaimana yang dapat diubah 

statusnya, sehingga dalam hal ini undang-undang secara mutlak 

membolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis bendanya. 

Sebab yang menjadi sorotan bukan bentuk, akan tetapi yang terpenting dari 

wakaf adalah fungsi dan tujuannya. 

Pada dasarnya, terhadap benda yang yang telah diwakafkan tidak 

dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Dalam Pasal 

11  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik dijelaskan: 

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak 

dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari 

pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 

(2) Penyimpangan dari ketentuan tesebut dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: 

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti 

diikrarkan oleh wakif. 

b. Karena kepentingan umum. 

(3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan 

perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut 

dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada kepada 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, cq. Kepala Sub 

Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian 

lebih lanjut. 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan) pasal 225 ditentukan, bahwa 

benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 

 

  

penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan 

dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu 

setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan 

dan Camat setempat dengan alasan: 

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh 

wakif. 

2. Karena kepentingan umum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 

40 juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah 

dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. 

Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan 

jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam 

bentuk pengalihan hak lainnya. 

Akan tetapi dalam ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 

syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari 

Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang 

sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib 

ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-

kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41). 
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Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di 

atas, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat 

diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti 

kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 

3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). 

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda 

wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi 

selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan 

alasanalasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan 

yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang 

dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta 

benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang. 

Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan harta benda wakaf 

itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan menjaga keutuhan 

harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat 

merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi 

alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
14

 

Adapun dalam tata cara peralihan benda wakaf telah diatur 

sedemikian rupa dalam pasal 12  Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 

1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan: 

                                                           
14

 Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir 
Terlupakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 155. 
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(1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nazhir 

berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil 

Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala 

Kanwil Depag secara hierarkis dengan menyebut alasannya. 

(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan 

tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil 

Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan. 

(3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk 

memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas 

permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. 

Berikutnya dalam pasal 13 dijelaskan: 

(1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala 

Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama 

cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan 

disertai pertimbangan. 

(2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang 

untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas 

permohonan perubahan status tanah wakaf. 

(3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan 

penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang 

dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. 

Selanjutnya perubahan status tanah wakaf atau perubahan 

penggunaan tanah wakaf harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Wali 

kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Dit Agraria (sekarang Kantor 

Badan Pertanahan) setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 

Setiap perubahan tidak dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku di 

samping terkena sanksi, juga perbuatan itu batal dengan sendirinya menurut 

hukum. 

Ketentuan mengenai mekanisme perubahan status harta bend wakaf 

juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 
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tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa penukaran terhadap harta benda 

wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut: 

(1) Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri 

melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan 

menjelaskan alasan perubahan status/tukar-menukar tersebut; 

(2) Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut 

kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

(3) Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah 

menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan 

dan maksud sepertidalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya 

bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan; 

(4) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan 

permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan 

selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; 

dan 

(5) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka 

tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan 

oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk 

pendaftaran lebih lanjut. 

Pembentukan Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf 

c Pasal 51 di atas terdiri dari unsur: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota; 

d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan; 

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. 
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C. Macam-Macam Manhāj 

Pada bab dua ini penulis akan menjelaskan tentang macam-macam 

manhāj yang digunakan dengan tujuan untuk memahami suatu masalah-

masalah yang berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan hukum. 

Dalam kaitannya dengan macam-macam manhāj dalam hukum Islam ini, 

Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltu>t yang notabenenya merupakan Syeikh dari 

Universitas al Azhar menyebutkan ada beberapa macam manhāj yang 

biasanya digunakan oleh para ulama’ untuk mengambil suatu kepastian 

hukum. Adapun macam-macam manhāj yang akan dipaparkan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manhāj  Taisīr  (Mempermudah) 

Manhāj taisīr yang berarti mempermudah adalah suatu manhāj 

yang cenderung memberikan kemudahan apabila persoalannya berkaitan 

dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Dalam kaitannya dengan 

manhāj ini Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltu>t memberikan contoh 

sebuah kasus yang menurut beliau dapat dikategorikan ke dalam manhāj 

taisīr. Seperti pada kasus pengambilan laba pada koperasi. Koperasi 

bukanlah termasuk usaha riba yang memeras dan mendesak. Dikatakan 

oleh Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltu>t bahwa koperasi tidak dapat 

disamakan dengan kerjasama atau mud}ārabah. Koperasi merupakan 

bentuk baru yang diciptakan oleh ahli ekonomi sebagai suatu cara dalam 

pemutaran modal. 
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2. Manhāj  Ikhtiyāt{ (Menunjukkan Kehati-hatian) 

Manhāj ikhtiyāt{ atau manhāj yang dalam metode pengambilan 

hukumnya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan ketat. Prof. 

Dr. Syeikh Mahmūd Syaltut memberikan contoh mengenai penerapan 

manhāj ini adalah berkenaan dengan masalah perkawinan rahasia yang 

tidak tercatatkan. Dalam hal ini Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltu>t 

secara tegas mengatakan tidak setuju dengan adanya perkawinan yang 

sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat. Karena menurut beliau 

dianggapnya perkawinan yang dilakukan menghilangkan maksud dari 

perkawinan itu sendiri dan memungkinkan terjadinya pengingkaran 

pertanggungjawaban dari salah satu pihak. 

3. Manhāj Moderat (Antara Memperketat dan Mempermudah) 

Manhāj Moderat ini merupakan manhāj yang menggabungkan 

kedua sudut pandang, baik sudut pandang yang menekankan pada 

prinsip kehati-hatian dan juga sudut pandang mempermudah. Hal ini 

dicontohkan oleh Prof. Dr. Syeikh Mahmud Syaltu>t dalam manhāj nya 

pada persoalan pembuahan buatan. 

Dalam perkara ini Prof. Dr. Syeikh Mahmūd Syaltut menjelaskan 

bahwa beliau mengedepankan penafsiran Qs. al Thariq [86] auat 6 dan 7 

serta Qs. al Insan [78] ayat 2
15

, yang mengandung isyarat tentang proses 

penciptaan masusia. Bahwa proses terciptanya manusia (anak) ialah bila 

sperma sampai ke dalam rahim yang telah disediakan untuk 

                                                           
15

 Erman Germani, ”Manhāj Fatwa Syekh Mahmūd Syaltu>t”, Manhāj Fatwa Syekh Mahmud 
Syaltu>t, No. 1, (Juni, 2013), 77. 
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menerimanya meskipun sprema tersebut sampai kedalalmnya tanpa ada 

hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki. 

 


